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Subyek: Pertanyaan terhadap penelitian Belanda tentang ‘Dekolonisasi, kekerasan dan perang
Indonesia selama 1945-1950’

Yang terhormat ...., november 2017

Dengan ini, kami meminta perhatian anda mengenai keberatan kami terhadap pendekatan
yang diambil tim penelitian ‘Dekolonisasi, kekerasan dan perang Indonesia 1945-1950’".

Sebagai pengantar, sebelumnya pada 14 September lalu, Pemerintah Belanda telah
meluncurkan riset baru tentang perang kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan di sejumlah
tempat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Proyek ambisius senilai 4,1 juta Euro
atau sekitar Rp 65 miliar ini akan dikerjakan oleh tiga lembaga Belanda, yakni Lembaga Iimu Bahasa,
Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV); Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang,
Holocaust, dan Genosida (NIOD); serta Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH),
selama empat tahun.

Komentar kami di bawah ini merupakan respons terhadap struktur serta cakupan dari
penelitian tersebut seperti yang ditampilkan di situs web proyek (https://www.ind45-
50.org/id) serta maksud presentasi dari ketiga lembaga di atas.

Pada intinya, kami mendukung adanya banyak penelitian mengenai topik ini. Akan tetapi kami

tujukan keberatan kami terhadap pertimbangan politik dan cara penataan serta pembinaan
penelitian tersebut.

Singkatnya, Kami menyatakan bahwa penelitian ini tidak bebas dari kepentingan-kepentingan
tertentu. Kami berpendapat bahwa ada beberapa hal yang kami anggap penting, (akan tetapi) tidak
masuk dalam cakupan penelitian ini.



Pertimbangan pengadaan penelitian

Pertama-tama, Kami mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pertimbangan pemerintah
Belanda yang tiba-tiba menyetujui dilakukannya penelitian baru mengenai topik ini.

Sedikit informasi bahwa Pemerintah Belanda sebelumnya pernah menolak usulan penelitian
yang diajukan tiga lembaga tersebut pada 2012 lalu. Kemudian bulan september 2016 lalu, Rémy
Limpach (Swiss-Belanda dari Universitas Bern-Jerman) menerbitkan penelitian promosi sebuah buku
berjudul De Brandende kampongs van Generaal Spoor (atau Kampung Dibakar dari Jenderal Spoor.)
Buku itu bercerita tentang kekejaman yang sangat ekstrim yang dilakukan oleh pasukan Belanda.
Sesaat setelah penerbitan buku itu, tiga lembaga tersebut mengajukan kembali penelitian dan
akhirnya disetujui.

Kami patut menyangka, penerbitan buku De Brandende kampongs van Generaal Spoor (atau
Kampung Dibakar dari Jenderal Spoor) yang ditulis oleh Limpach adalah salah satu pendorong utama
pemerintah Belanda mengambil keputusan tersebut.

Kami mempertanyakan mengapa justru penelitian Rémy Limpach ini yang dapat meyakinkan
pemerintah? Apakah penelitian tersebut menghasilkan penemuan-penemuan baru, sehingga
pemerintah menyadari perlunya diadakan penelitian baru terhadap masalah ini?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena patut diduga ada peran ganda lembaga
pemerintah NIMH, tempat Limpach bekerja yang juga salah satu lembaga yang terlibat dalam
penelitian tersebut.

Bagaimana dengan penelitian dan upaya lain dari peneliti lain yang telah lama fokus terhadap
masalah ini? Seperti Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B.) yang dipimpin oleh Jeffy
Pondaag yang mendampingi korban pembantaian yang dilakukan tentara Belanda di Indonesia pada
periode antara 1945-1949.

Tuntutan dari yayasan K.U.K.B. terhadap pemerintah Belanda di pengadilan memang berhasil
memaksa pemerintah Belanda untuk menyatakan permintaan maafnya dan para janda korban
penembakan menerima ganti rugi sebesar € 20,000. Sejak 2008, K.U.K.B. dengan sukses
memenangkan tuntutan para korban di Indonesia di pengadilan negeri melawan pemerintah
Belanda, dimana sebagian dari tuntutan tersebut masih berlangsung. Banyak penemuan fakta-fakta
baru yang muncul dari tuntutan di pengadilan ini.

Oleh karena itu kami mempertanyakan mengapa pemerintah Belanda baru menyetujui
diadakannya penelitian mengenai masalah ini setelah terbitnya buku Limpach? Dengan mendukung
buku Limpach di satu sisi dan mengabaikan K.U.K.B. di sisi lain, di sinilah letak ketimpangan dan
peran ganda.

Konflik Kepentingan

Sepertinya bukan sebuah kebetulan ketika pemerintah yang awalnya menolak usulan
penelitian itu kemudian mengabulkannya setelah seorang peneliti (Limpach) yang juga ternyata
bagian dari Kementerian Pertahanan menerbitkan sebuah buku.

Bagian yang paling meragukan lainnya dari keterlibatan NIMH di penelitian baru ini adalah
Limpach dan timnya pernah bertanggungjawab akan verifikasi sejarah terkait Indonesia.



Pada suatu masa, Limpach pernah melakukan embargo terhadap disertasinya sendiri —naskah
aslinya ditulis dalam bahasa Jerman—hingga terjemahan bahasa Belanda rampung. Sangat
mengherankan karena hasil penelitiannya itu sangat terkait dengan kerja Liesbeth Zegveld, seorang
pengacara yang mengatasnamakan keluarga dari korban perang Indonesia saat itu.

Zegveld pernah mengajukan keberatannya terhadap embargo ini pada Oktober 2015, karena ia
menganggap penelitian Limpach bisa menjadi bahan untuk kasusnya dan pemerintah memiliki
informasi tambahan, seharusnya hasil penelitian itu bisa menjadi data yang dapat diakses oleh
publik. Itu berarti, Pemerintah Belanda patut diduga menggunakan keahlian Limpach untuk
mempertahankan posisi mereka. Juga, peran ganda yang disandang NIMH dan Limpah adalah bukti
bahwa ada konflik kepentingan dalam kasus ini.

Hal serupa pernah terjadi pada Penelitian Pembantaian Srebenica NIMH dengan sengaja tidak
dilibatkan, mengapa hal serupa tak bisa dilakukan pada kasus ini?

Fakta lain bahwa penelitian ini seakan-akan menjauhkan Yayasan K.U.K.B. adalah hal lain yang
patut dipertanyakan. Begitu pula dengan tidak disertakannya yayasan ini dalam Panitia Kelompok
Masyarakat dan tidak diundangnya Jeffy Pondaag untuk berbagi pandangannya serta cerita di balik
mengapa ia terpanggil untuk terlibat secara aktif dengan masalah ini selama bertahun-tahun.

Patut ditekankan pula bahwa penelitian ilmiah yang dilaksanakan oleh Limpach dibiayai oleh
universitas asing, dan NIMH baru merangkul penelitian tersebut setelah pengumuman hakim bahwa
permintaan maaf serta kompensasi, adalah sebuah realitas politik.

Pemerintah menentukan prasyarat

Lepas dari pengadilan dan NIMH, kami merasa khawatir dengan kemungkinan telah terjadi
negosiasi politik agar masalah-masalah tertentu lebih ditonjolkan dibanding yang lain. Misalnya,
bahwa masalah kekerasan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia pada masa Bersiap —
Periode 1945 sampai 1946, dikenal Belanda sebagai periode 'Bersiap', diwarnai dengan kekerasan
terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia yang dituduh
menjadi antek-antek Belanda. Periode Bersiap ini dikenang orang-orang Belanda yang jadi korban
kekerasan sebagai 'periode kacau-balau'— dianggap sebagai subyek yang penting.

Hal ini merupakan salah satu syarat yang dituntut oleh VVD (partai liberal) pada saat
melakukan lobi, karena menurut mereka ‘dimana dua pihak bertikai, kedua pihak pula bersalah’.

Direktur NIOD Frank van Vree pada 9 Februari 2017 menulis kepada Tweede Kamer (DPR)
bahwa ketiga lembaga sangat setuju dengan syarat-syarat pemerintah (kabinet) mengenai inti dan
struktur dari penelitian ini.

Sangatlah mencolok untuk kami saat melihat bahwa struktur dari penelitian ini mirip dengan
keinginan serta visi dari pemerintah Belanda yang kelihatannya telah terinspirasi dari rekomendasi
yagn dituangkan Limpach pada bagian penutup bukunya. Nampaknya pemerintah Belanda bukan
hanya akan membiayai penelitian ini, akan tetapi juga menentukan isinya pula.

Kolonialisme bukan permasalahan yang perlu dianalisa lagi

Walaupun mantan Menteri Ben Bot pada tahun 2005 memberi pernyataan bahwa Belanda
berada pada sisi yang salah pada saat perang penjajahan Belanda, struktur penelitian baru ini tidak



menampilkan kesan bahwa dengan peryataan tersebut ada perubahan persepsi terhadap posisi
Belanda di era perang kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda antara 1945 hingga
1950.

Penelitian ini akan diawali oleh analisa kekerasan pada kedua pihak, akan tetapi
mengasumsikan bahwa terjadinya perang penjajahan merupakan hal yang wajar.

Nampaknya penelitian ini merasa sanggup menjelaskan kekejaman Belanda dengan meneliti
melalui kaitan yang luas mengenai dekolonisasi pasca perang: (internasional) pada tingkat politik,
administrasi, yudisial, dan militer.

Akan tetapi kami menyatakan bahwa titik awal dari penelitian ini seharusnya adalah bahwa
keberadaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia merupakan hal yang tidak sah, karena
penjajahan Belanda di Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), oleh karena itu
penyerangan dan penempatan wilayah merupakan pelanggaran hukum, begitu juga halnya dengan
keberadaan bagian militer Belanda yang tidak secara langsung melakukan kejahatan dalam
peperangan.

Peneliti KITLV Henk Schulte Nordholt telah meringkas secara tepat dimana letaknya
ketimpangan pemerintah Belanda dalam pembahasan masa penjajahan Indonesia: “Keberadaan
penjajah Belanda di Indonesia tidak pernah merupakan masalah yang perlu dianalisa. Dimana
masalah kekerasan dibicarakan, kita selalu mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu pengecualian,
suatu kejadian langka, efek dari transisi, dalam pengertian seolah-olah suatu kecelakaan, padahal
permasalahan tersebut merupakan sesuatu yang terjadi sebagai hal yang struktural.......... hal seperti
itu sangat enggan diungungkapkan oleh para penulis sejarah penjajahan Belanda di Indonesia.”
Schulte Nordholt memberi pernyataan ini tujuh belas tahun yang lalu, akan tetapi pernyataan
tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku.

Keberatan kami adalah bahwa cara pandang tentang penjajahan pada masa lampau (dan masih
terus berlanjut hingga kini) sama sekali tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu sangatlah tidak jelas
bagaimana pembahasan tentang perang kemerdekaan Indonesia yang sensitif dan bermasalah itu
masih menggunakan cara pandang terhadap penjajahan itu. Dalam rangka mencari jawaban atas
mengapa pendudukan pemerintah Belanda di Hindia Belanda berlangsung dengan begitu banyak
kekerasan, kami berpendapat bahwa beberapa pokok dari struktur penelitian ini perlu disesuaikan:

1) Struktur penelitian perlu berangkat dari titik permasalahan konteks dari konsep penjajahan
kolonial dan pengaruhnya terhadap hubungan serta pandangan pada saat ini.

2) Para peneliti Indonesia berhak untuk diberikan peran yang penting dalam penelitian ini.

3) Pemerintah Belanda seharusnya tidak menentukan persyaratan-persyaratan baik atas struktur,
maupun isi dan makna dari penelitian ini. Begitu juga halnya dengan lembaga-lembaga yang
berkaitan dengan masalah penelitian yang secara politik sangat sensitif ini seharusnya tidak
dilibatkan dalam penelitian.

4) Menurut kami penulisan ringkasan sintesis tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Kami
berpendapat bahwa keputusan bahwa direktur KITLV Gert Oostindie sebagai penulis ringksan
tersebut pun merupakan hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena beliau bukan pakar
sejarah Indonesia dan tidak bisa bahasa Indonesia.



